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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk.mengetahui-implementasi program Budaya
Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta beserta kendalanya. Penelitian ini penting dilakukan untuk
melihat penerapan Pergub Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan di DIY pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Desain penelitian. ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Informan penelitian yaituKepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol
DIY, Kepala Biro Program Budaya Pemerintahan SATRIYA BKD DIY dan
Pegawai BKD DIY sebagai pelaksana program Budaya Pemerintahan
SATRIYA BKD DIY. Instrumen  penelitian adalah -peneliti.Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur,
observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih sebagai teknik uji
keabsahan data.Teknik analisis yang digunakan meliputi pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BKD DIY telah
mengimplementasikan program Budaya Pemerintahan SATRIYA di BKD
DIY melalui empat tahapan, yaitu: (1) membuat action plan, (2) membuat
kelompok kerja, (3) melakukan sosialisasi dan (4) melakukan monitoring.
BKD DIY sudah melaksanakan implementasi Budaya Pemerintah SATRIYA
tetapi belum maksimal, karena dalam.pengimplementasian program Budaya
Pemerintahan SATRIYA di BKD. DIY terdapat empat hambatan dalam
melakukan implementasi program tersebut, yaitu (1) nilai-nilai kearifan lokal
yang luhur yang belum dimengerti oleh pegawai secara keseluruhan, (2)
koordinasi pimpinan terhadap agen perubahan yang kurang baik dan (3)
sosialisasi yang belum maksimal, dan (4) tidak adanya reward and
punishment

Kata Kunci: Implementasi , Program Budaya Pemerintahan SATRIYA, BKD
DIY



Abstract

The purpose of this research was to find out about the implementation of
SATRIYA Govermental Culture in the Regional Employee-Affair Institution
of Special Region of Yogyakarta (BKD DIY) and the obstacle. This research
was significant to do for review implementation of Regulations Governor No.
72/2008 about Governmental Culture in the Regional Employee-Affair
Institution of Special Region of Yogyakarta. The design of this research was
to Head of SATRIYA Governmental Culture Bureau of BKD DIY, the
employees of BKD DIY as the practitioners of SATRIYA Governmental
Culture of BKD DIY, and one of the citizens who felt the impact of SATRIYA
Governmental Culture. The research instrument was the researcher. The
data collection technique was done by semi-structured interview, observation
and documentation.  Triangulation of the source was chosen as a test
technique of data validity. Analytical techniques used include data
collection, data reduction, data presentation and conclusions. Based on the
result of the research, it can be concluded that BKD DIY has implemented
SATRIYA Governmental Culture based on Regulation Governor and
technical instructions and implementation instructions but the success
achieved was still less than the maximum. It caused of several obstacles in
implementing SATRIYA Governmental Culture in BKD DIY, which were: (1)
the failure of comprehending the noble local wisdoms and values by the
employees in general, (2) the poor coordination between the leader and
agents of change, (3) the ineffective socialization and (4) the lack of reward

and punishment.

Keywords: Implementation, SATRIYA Governmental Culture, BKD DIY



A. PENDAHULUAN

Budaya pemerintahan
SATRIYA merupakan budaya
kerja pemerintahan di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang
sudah  ditetapkan  dengan
Peraturan Gubernur Nomor 72
Tahun 2008 mengatur tentang
Budaya Pemerintahan  di
Provinsi DIY. Budaya
Pemerintahan SATRIYA
diambil dari nilai-nilai * yang
terkandung di dalam filosofi
Hamemayu Hayuning Bawana.
SATRIYA — memiliki ~ dua
makna. Pertama, SATRIYA
dimaknai  sebagai  watak
ksatria. Watak ksatria
adalahnsikap memgang teguh
ajaran moral: sawiji, greget,
sengguh, ora mingkuh
(konsentrasi,.  percaya diri,
rendah hati dan bertanggung
jawab). Semangat dimaksud
adalah golong gilig yang
artinya semangat persatuan
kesatuan  anatar  manusia
dengan Tuhannya dan sesama
manusia. Sifat dan watak
inikah yang harus menjiwai

seorang aparatur dalam

menjalankan tugasnya. Makna
kedua, SATRIYA sebagai
singkatan dari: Selaras, Akal
budi Luhur-jati diri, Teladan-
keteladanan, Rela Melayani,
Inovatif, Yakin dan percaya
diri, dan Ahli-profesional.
Penerapan buaya pemerintahan
SATRIYA dilakukan seluruh
skpd di pemerintahan DIY
sejak diberlakukannya Pergub
No 72 tahun 2008 tentang
Budaya Pemerintahan di DIY,
salah satunya adalah Badan
Kepegawaian Daerah DIY.
Menurut Daniel A
Mazmanian & Paul A. Sabatier
dalam melihat sebuah
implementasi “kebijakan dapat
dilakukan dengan
menggunakan tiga variabel
yaitu : 1. Karakteristik dari
Masalah (tractability of the
problem) 2.  Karakteristik
kebijakan/Undang-undang

(ability of statute to structure
implementation) 3. Variabel
Lingkungan (non statutory
variables affecting
implementation) standard dan

sasaran  kebijakan, sumber



daya, hubungan antar
organisasi, karakteristik agen
pelaksana,  kondisi  social,
ekonomi dan politik, dan

disposisi implementor.

. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan
deskriptif kualitatif.

Tempat dan Waktu
Penelitian

Penelitian ini akan
dilaksanakan di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini  dilaksanakan
pada bulan Mei 2016 hingga
Juli 2016.

Informan Penelitian

Kepala Sub Bagian Program
BKD DIY, Kepala Bagian
Humas dan Protokol DIY, dan
pegawai BKD DIY.

Sumber Data

Data primer diperoleh dari
hasil  wawancara  dengan
informan penelitian dan
observasi di BKD DIY,
sedangkan  data  sekunder
diperoleh dari dokumentasi

yang didapat di  lokasi
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Wawancara dilakukan semi
terstuktur menggunakan
pedoman wawancara Yyang
pertanyaannya  berkembang
sesuai dengan situasi dan
informasi  yang dibutuhkan
sehingga terjadi wawancara
antara peneliti dan informan

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan
cara mengamati sikap dan
aktivitas kerja atasan dan
pwgawai BKD DIY,
lingkungan kerja di BKD DIY,
serta pelaksanaan sosialisasi
yang dapat dilihay melalui
pemakaian pin SATRIYA

3. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
Peraturan Gubernur Nomor 72
Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan DIY, Peraturan
Gubernur Nomor 53 tahun
2014 tentang Pedoman Budaya
Pemerintahan, laporan hasil

monitoring  dan  evaluasi



penerapan budaya
pemerintahan SATRIYA di
BKD DIY, LAKIP BKD DIY.
Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam
penelitian ini adalah peneliti
sendiri.  Dalam  penelitian
kualitatif, peneliti bertindak
sebagai perencana, pelaksana
pengumpul  data, analisis;
penafsiran data, dan pada
akhirnya sebagai pelopor hasil
penelitian.
Teknik Pemeriksaan
Keabsahan Data

Dalam . penelitian  ini
digunakan teknik triangulasi
sumber. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan
data  yang memanfaatkan
sesuatu yang lain
Teknik Analisis Data

Analisis  ‘data  dalam
penelitian ini dilakukan dalam
empat tahap, yaitu
pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Budaya kerja telah dikenal
masyarakat luas sejak lama.
Perannya yang cukup besar
terhadap Kinerja suatu
organisasi telah dibuktikan
salah satunya oleh Negara
Jepang (Gering Supriyadi dan
Tri  Guno, 2006:1). Oleh
karena itu banyak organisasi di
banyak  negara  berlomba-
lomba untuk mengembangkan
budaya kerjanya  masing-
masing.  Pemerintah Daerah
DIY berupaya
mengembangkan Kinerja dan
pola piker aparatur Negara di
lingkungannya dengan
membentuk suatu budaya kerja
yang diberi  nama budaya
pemerintahan SATRIYA.
Budaya SATRIYA ditetapkan
melalui Peraturan Gubernur
Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Budaya Pemerintahan DIY
tentang budaya pemerintahan
di DIY. Budaya pemerintahan
SATRIYA efektif diterapkan
selama tiga tahun di BKD DIY
dianalisis menggunakan

variabel-variabel dari Daniel A



Mazmanian dan Paul A
Sabatier sebagai berikut:

a. Karakteristik dari Masalah
(tractability of the problem)
Menurut Daniel A Mazmanian
dan Paul A Sabatier (1983)
proses implementasi
merupakan proses yang rumit
dan  kompleks. Hal ini
dipahami karena  proses
implementasi melibatkan
interaksi  banyak  variabel
sekaligus merumuskan
mekanisme delivery activities.
Tractability of the problem
atau tingkat kesulitan masalah
yang harus dipecahkan melalui
implementasi suatu kebijakan.
Hal-hal yang dapat
mempegaruhi _program dari
sudut pandang ini adalah : 1)
Kesukaran-kesukaran  teknis.
Budaya Pemerintahan
SATRIYA dalam
pelaksanaanya masih menemui
kesukaran  teknis,  seperti
jumlah agen perubahan yang
tidak sesuai dengan jumlah
SDM yang menjadi kelompok
sasaran. Kemudia beragamnya

asal daerah para pegawai

negeri sipil di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah
DIY. Belum terjadinya
koordinasi yang baik antara
pimpinan dengan agen
perubahan. Kesukaran

selanjutnya  adalah  tidak

seragamnya pemahaman
pegawai di BKD DIY
dikarenakan kurangnya

sosialisasi. Dan yang terakhir
adalah ketidakmampuan agen
perubahan  untuk memaksa
kelompok sasaran karena tidak
adanya sistem reward and
punishment. 2) Keberagaman
perilaku yang diatur. Mengacu
pada Pergub No 53 tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan
Budaya Pemerintahan. Dalam
peraturan tersebut dinyatakan
bahwa Sasaran budaya
pemerintahan SATRIYA
adalah melembaganya nilai-
nilai budaya pemerintahan ke
dalam diri pribadi PNS di
lingkungan DIY yang terwujud
dalam  pelaksanaan  tugas
maupun  dalam  kehidupan
bermasyarakat. 3) Presentase
kelompok sasaran disbanding



jumlah  populasi. Dalam
implementasinya Budaya
Pemerintahan SATRIYA

ditujukan  untuk  seluruh
pegawai di Badan
Kepegawaian Daerah DIY. 4)
Tingkat dan ruang lingkup
perubahan  perilaku  yang
dikehendaki. Dalam laporan
semester Badan Kepegawaian
Daerah DIY vyang menjadi
prioritas masalah implementasi
Budaya Pemerintahan
SATRIYA dan masuk kategori
penting pada tahun 2014 dan
2015 adalah sopan santun PNS
muda masih kurang dan
adanya egoism bidang di
lingkungan kerja.

a) Variabel Kemampuan
Kebijaksanaan untuk
Menstrukturkan Proses

Implementasi 1) Kejelasan dan
Konsistensi  tujuan.  Sesuai
Peraturan Gubernur Nomor 72
Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan SATRIYA di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Budaya Pemerintahan
SATRIYA memiliki tujuan

jelas yang ingin dicapai yaitu

bahwa budaya SATRIYA
adalah sebagai landasan dalam
berpikir, bertindak, dan
berperilaku aparatur
pemerintah di BKD DIY,
dengan harapan dapat
meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas. 2)
Ketepatan Alokasi  Sumber
Dana. Dalam implementasi
Budaya Pemerintahan
SATRIYA,  sosialisasi  di
tingkat pusat didukung dana
dari Dana  Keistimewaan.
Sementara di internal Badan
Kepegawaian - Daerah DIY
berasal dari dana umum BKD
DIY. Dana tersebut digunakan
untuk sosialisasi yang
dilakukan BKD DIY dalam
bentuk leaflet, buku saku, dan
stiker. 3) Keterpaduan hirarki
di dalam lingkungan dan
diantara  lembaga. = Dalam
implementasi Budaya
Pemerintahan SATRIYA di
BKD DIY program Budaya
Pemerintahan SATRIYA
berasal dari pemprov DIY.



Hubungan antara BKD DIY
dan pemprov DIY sudah baik,
monitoring dan evaluasi sudah
dilakukan setahun dua Kkali
olen pemprov DIY kepada
SKPD-SKPD. Informasi dan
kejelasan acuan juga sudah
diberikan dan sudah diterima
olen SKPD-SKPD dalam
bentuk Peraturan Gubernur;
Undang-Undang dan petunjuk
pelaksanaan. dan  petunjuk
teknis. 4)  Aturan-aturan
pembuat keputusan dari badan-
badan  pelaksana.  Dalam
implementasi Budaya
Pemerintahan SATRIYA
aturan yang dibuat berupa
Peraturan Gubernur, Undang-
Undang dan buku petunjuk
teknis pelaksanaan  budaya
SATRIYA.
Kemudian Badan

pemerintahan

Kepegawaian Daerah "DFY
memberikan informasi kepada
kelompok sasaran tentang
aturan-aturan tersebut melalui
rapat internal dan apel, leaflet
dan buku saku. 5) Perekrutan
pejabat  pelaksana.  Sesuai
peraturan Gubernur Nomor 72

Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan  di  Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang
dimaksud  dalam  pejabat
pelaksana adalah agen
perubahan yang ditunjuk oleh
kepala Badan Kepegawaian
Daerah  Daerah  Istimewa
Yogyakarta sebagai
penanggung jawab atas
pelaksanaan Budaya
Pemerintahan. SATRIYA di
lingkungan kerjanya.

c. Variabel di luar kebijakan
yang mempengaruhi proses
implementasi.  Non statutory
variabel ~atau . variabel non
kebijakan. Kelompok variabel
yang ketiga ini dapat juga
disebut sebagai  variabel
konteks - atau - lingkungan
kebijakan. Semakin  baik
dukungan lingkungan
kebijakan maka semakin besar
peluang keberhasilan
implementasi kebijakan.

1) Kondisi Sosial ekonomi
dan Teknologi Implementasi
Budaya Pemerintahan
SATRIYA di Badan
Kepegawaian Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta memiliki
peranan penting untuk
menyelaraskan dan
mentransformasi perilaku
aparatur di BKD DIY. Ditinjau
dari faktor sosial bahwa
tingkat keberagaman aparatur
di BKD DIY sangat beragam
karena berasal dari berbagai
daerah di Indonesia, selain-itu

keadaan  masyarakat yang

berada ditengah arus
globalisasi membuat
implementasi budaya
pemerintahan SATRIYA

menjadi program yang tepat
untuk menyeimbangkan antara
budaya globalisasi dan budaya
lokal. 2) "Dukungan Publik.
Pelaksanaan budaya
pemerintahan SATRIYA di
Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa  Yogyakarta,
kebijakan ini belum mendapat
apresiasi dari masyarakat, hal
ini  dikarenakan kurangnya
sosialisasi  sehingga belum
banyak diketahui oleh
masyarakat. 3) Sikap dan
sumber-sumber yang dimiliki

kelompok masyarakat. Dari

penelusuran  dari  berbagai
komentar berita dan bacaan
online yang didapatkan
penulis, bahwa dari beberapa
pendapat dari masyarakat,
mengemukakan bahwa budaya
pemerintahan SATRIYA
belum banyak berdampak bagi
warga masyarakat  dalam
meningkatkan mutu pelayanan.
Belum maksimalnya
sosialisasi  menjadi  catatan
bahwa kebijakan yang telah
dilaksanakan selama enam
tahun masih memiliki
kelemahan sehingga belum
banyak diketahui masyarakat.
Akibatnya tidak ada perspektif
di masyarakat tentang
penerapan budaya
pemerintahan SATRIYA. 4)
Kecakapan dan kemampuan

kepemimpinan para pejabat

pelaksana. Dalam
implementasi Budaya
Pemerintahan SATRIYA

pemimpin disini yaitu kepala
BKD DIY kurang melakukan
koordinasi dengan agen

perubahan,  dalam hal ini



Kasubag Program dan
Sekretaris.

Dalam penerapan budaya
pemerintahan SATRIYA di
BKD DIY, ada empat faktor
penghambat, yaitu sebagai
berikut:

a. Kurangnya  pemahaman
terhadap nilai filosofi luhur
DIY. Budaya pemerintahan
SATRIYA di BKD DIY brasal
dari nilai-nilai kearifan  local
DIY, yaitu filosofi “hamemayu
hayuning bawana dan ajaran
moral sawiji, greget, sengguh
ora mingkuh serta semangat
golong gilig”. Folosofi luhur
belum

tersebut mampu

dipahami oleh seluruh
pegawai, karena pegawai di
BKD DIY

berbagai daerah di Indonesia.

berasal  dari
b. Kurangnya koordinasi
pimpinan. Dari hasil

diketahui
yang bekerja di

penelitian, bahwa
pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
DIY  belum  mendapatkan
motivasi kerja dari pimpinan
sehingga  pegawai BKD

merasa tidak ada motivasi

d.
punishment.

sebuah

tentang implementasi budaya
pemerintahan SATRIYA.
c. Kurangnya sosialisasi.

Dalam implementasi program

Budaya Pemerintahan
SATRIYA di BKD DY,
diperlukan sosialisasi yang

cukup untuk pengetahuan bagi
seluruh pegawai yang bekerja
di BKD DIY, tetapi hal ini
menjadi panghambat

suksesnya program tersebut,

dimana - sosialisasi program
tersebut ~ masih  dirasakan
kurang.  Sosialisasi  yang

dirasakan kurang adalah terkait
penyampaian informasi
langsung baik dari agen
perubahan ataupun kelompok
kerja, hal “ini dikarenakan
penyampaian informasi
dilakukan saat apel pagi dan
rapat internal sedangkan apel
pagi sering ditiadakan apabila
ada Kkegiatan yang bersifat
massal di pagi hari, serta
apabila cuaca tidak
mendukung.

Tidak adanya reward and
Dalam  penerapan

implementasi  kebijakan



reward and punishment menjadi
acuan untuk melaksanakan
implementasi dengan baik dan
juga bias menjadi  motivasi

tersendiri bagi pelaksana untuk

melaksanakan implementasi
sebaik mungkin.
D. KESIMPULAN DAN
SARAN
KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dan
pembahasan tentang
Implementasi Program Budaya
Pemerintahan. SATRIYA di
Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dapat  disimpulkan  bahwa
BKD DIY telah
mengimplementasikan
program Budaya Pemerintahan
SATRIYA, namun
keberhasilan. yang  dicapal
masih kurang ‘maksimal. Hal
itu disebabkan adanya
beberapa  hambatan dalam
implementasi program Budaya
Pemerintahan SATRIYA di
BKD DIY, antara lain:

a. Kurangnya  Pemahaman
Pegawai Terhadap Nilai
filosofi luhur

Budaya Pemerintahan
SATRIYA yang bersumber
dari kearifan lokal DIY belum
mampu dipahami oleh seluruh
pegawai di BKD DIY yang
berasal dari berbagai daerah.
Perbedaan sosial budaya dan
bahasa pegawai menjadi
hambatan sebagian pegawai
dalam  menerima/memahami
nilai-nilai Budaya
SATRIYA.

sehingga dapat menimbulkan

Pemerintahan

egoisme bidang dan sikap
kurang santun pegawai.

b. ‘Kurangnya Koordinasi
pimpinan

Kurangnya koordinasi yang
dilakukan  pimpinan BKD,
yaitu kurangnya konsultasi dan
pengarahan  yang diberikan
pimpinan kepada bawahan,
menyebabkan kebingungan
agen perubahan dalam
melaksanakan program. Agen
perubahan menjadi sulit dalam
melakukan berbagai hal yang
berkaitan dengan peningkatan
kinerja para pegawai BKD
DIY.

c. Kurangnya Sosialisasi



Sosialisasi mengenai program
Budaya Pemerintahan
SATRIYA di Badan
Kepegawaian Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta masih
dirasa kurang karena masih
tedapat banyak pegawai BKD
DIY yang belum memahami
program tersebut.hal tersebut
terkait waktu penyampaian
yang

ditiadakan saat apel pagi.

informasi sering

d. Tidak adanya Reward and

punishment
Pemberian  reward dapat
menumbuhkan motivasi

pegawai dalam melaksanakan
tugas dan Kkebijakan sebaik
mungkin ~ dan  punishment
memberi  efek  jera bagi
yang
tugas dan kebijakan. Tidak

pegawai melanggar

adanya reward and
punishment membuat pegawai
tidak merasa adanya kewajiban

dan keistimewaan yang akan

diperoleh dalam
melaksanakan kebijakan
tersebut.
SARAN

10

a. Berdasarkan hasil
penelitian, peneliti
mengemukakan beberapa saran
berikut: 1.

perubahan dan kelompok kerja

sebagai Agen
perlu meningkatkan intensitas
sosialisasi program Buadya
SATRIYA
BKD

DIY melalui agen perubahan

Pemerintahan

kepada para pegawai

agar program tersebut dapat
mudah dipahami, diterima dan
dilaksanakan  pegawai. 2.
Pimpinan BKD DIY perlu
meningkatkan intensitas
koordinasi dan  konsultasi
dengan agen perubahan agar
program Budaya Pemerintahan
SATRIYA dapat
dan terkoordinasi dengan baik.
3. Pimpinan BKD DIY perlu

mempertimbangkan

terlaksana

pemanfaatan metode reward

and  punishment untuk
memotivasi pegawai  dalam
melaksanakan program

Budaya Pemerintahan

SATRIYA
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